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' I. LATARBELAKANG . 

1. Paradigma pembangunan ekonomi, selana setengah abad terakhir (khususnya dalam 

25 tahun) telah mengalani . . perubahan mendasar. Dalam pembangunan spatial 
terutama menyangLut konsep strategi kutub pertumbuhan (growth pole strategy): 

Tricle down c'fect ke l?interlanci ternyata ./?el-@ct-nya malah menimbulkan llzusive 

hachwsh <fed (Lipton 1977). 

2. Di tingkat pelaksanaan .%anyak nzislending policy yang menyesatkan, sehingga 

dampaknya menjadi semakin jauh dari tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan. 

3. Tata ruang perdesaan tidak dapat diatur secara terisolir tanpa melihat interaksi 
spatial dengan kalvasan perkotaan. Tataniang perdesaan selain dipengaruhi oleh 

pengaturan legal, perlu memperhatikan kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial dan 

politik. 

4. The First Fundamental Theornz of Welfare Economics, konsep temuan Simon 
Kuznets (1966): kurva U-terbalik yang menyatakan bahwa bagi negara yang 

pendapatannya rendah bertumbuhnya perekonomian harus mengorbankan pemerataan 

(trade o f  antara perturnbuhan dan pemerataan). Memberi legitimasi dominasi 

peranan pemerintah untuk memusatkan pengalokasian sumberdaya pada sektor-sektor 
atau wilayah-wilayah yang berpotensi besar dalam menyumbang pada pertumbuhan 
ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan terjadinya net transfer sumberdaya daerah 
ke kawasan pusat kekuasaan secara besar-besaran maupun melalui ekspor kepada 

negara-negara maj u. 

5. In~plikasi dari penekanan pertumbuhan ekonomi adalah polarisasi spatial (geografis) 

alokasi sumberdaya (capital investment) antar wilayah melalui aglomerasi industri di 

tempat-tempat yang paling kompetitif (kawasan kota-kota -besar). Program bantuan 

pembangunan daerah tidak marnpu mengurangi ketimpangan yang terjadi. 

6. Proteksi pemerintah sektor industri cenderung mengorbankan sektor pertanian dan 
perdesaan yang merupakan sektor basis masyarakat Indonesia. Akibatnya 
transformasi struktur ekonomi tidak diikuti dengan transformasi struktur pasar tenaga 

kerja. 

7. Korban di sisi sektor pertanian adalah cepatnya pengalih-fungsian lahan pertanian 

produktif yang bersifat irreversible akibat tidlzk mampunya Badan Pertmahan 
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